SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA

Menimbang

a.

b.

TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa dalam rangka menata, mengendalikan, dan
mengawasi pembangunan dan pengoperasian menara
telekomunikasi, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, namun dalam
perkembangannya telah terbit Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan
penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
sehingga  Peraturan Daerah termaksud  yang
perhitungan retribusinya mengacu pada penjelasan
Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu
dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Mengingat: ...



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan ...



Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan
Retribusi  Pengendalian @ Menara = Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor
15);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan

WALI KOTA BANDUNG
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN
2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2012 Nomor 15) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
(1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) merupakan izin membangun menara
telekomunikasi.

(2) IMB ...



(2)

IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada
perubahan struktur atau perubahan konstruksi

menara.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian
biaya penyediaan jasa pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi.

Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang
berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan

dan pengendalian menara telekomunikasi.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 48
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

(RPMT) diukur atas dasar:

_ Jumlah Indeks Variabel . ) )
RPMT Jumlah Variabel X Tarif Retribusi

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan
jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi selama 1
(satu) tahun.

Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun.

(4) Berdasarkan ...



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Berdasarkan RPMT memperhitungkan 2 (dua)

Indeks Variabel:

a. Zonasi; dan

b. Jenis Menara.

Pehitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya

operasional yang berkaitan langsung dengan

kegiatan pengendalian dan pengawasan menara
telekomunikasi:

a. Komponen Operasional pengendalian dan
pengawasan antara lain:

1. uang harian;
2. transportasi; dan
3. Alat Tulis Kantor.

b. Komponen dimaksud disesuaikan dengan
satuan standar harga yang ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota.

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar

Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu

Rupiah) per menara per tahun.

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun

sekali.

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan

indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Wali

Kota.

Pasal ...



Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Oktober 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 08
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

(8/227/2017)

&

Salinan sesuai dengan aslinya

~ KBPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

o

{1. BAMBANG SUHARI, SH.

NIP. 19650715 198603 1 027



LAMPIRAN IIT : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 Oktober 2017

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengendalian Menara
telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

2. Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan:
a. indeks Zonasi:

ZONA INDEKS
I 1,1
I 1
11 0,9

b. indeks jenis Menara:

JENIS INDEKS
POLE 0,9
KAKI 3 1

KAKI 4 1,1

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

~ " KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA_SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H BAMBANG SUHARI, SH.

NIP. 19650715 198603 1 027



